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RINGKASAN 
 

 

Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Event Pada CV. 

Sakti Abadi Jaya ( Studi Kasus Dinas Tanaman Pangan Jember); Moch. 

Achvian Syafa’at; 170903101061; 2022; 109 halaman; Program Studi Diploma III 

Perpajakan, Jurusan Ilmu Administrasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember. 

CV. Sakti Abadi Jaya adalah salah satu perusahaan yang fokus dibidang 

event organizer dan advertising serta sudah cukup terkenal kualitas kinerjanya di 

kota Jember. CV. Sakti Abadi Jaya beralamat di Jl.Brawijaya No.100 Jubung Lor, 

Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten Jember.    

Penulis disini mengambil studi kasus tentang Pajak Penghasil Pasal 23 

terkait tentang Jasa Event yang pernah dilakukan. Pajak Penghasilan Pasal 23 itu 

sendiri adalah pajak yang diterima atau dipotong atas penghasilan yang diterima 

atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari 

modal, penyerahan jasa, atau penyerahan kegiatan selain yang dipotong pajak 

penghasil pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau 

subjek pajak dalam Negeri, penyelengaraan kegiatan, bentuk usaha tetap atau 

perwakilan peruahaan luar negeri lainnya.  

Penulis disini mempunyai tujuan yaitu mengetahui bagimana mekanisme 

perhitungan, pemotongan dan penyetoran terkait pajak penghasilan pasal 23 yang 

telah dilakukan oleh CV. Sakti Abadi Jaya. Serta mengambil studi kasus pada 

kegiatan yang diadakan oleh Dinas Tanaman Pangan Jember. 

Ada beberapa metode yang dilaksanakan oleh penulis untuk 

menyelesaikan laporan yang dikerjakan, metode pertama menggunakan jenis data 

yang mencakup data kuantitatif berarti pengumpulan data berlandaskan pada 

analisis data bersifat statistic, kemudian ada data kualitatif berarti data yang 

berupa kata, skema, dan gambar. Metode kedua adalah sumber data yang 

mencakup sumber primer berarti data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data, lalu ada sumber sekunder berarti data yang tidak diperoleh secara 

langsung dari narasumber melainkan dari pihak ketiga. Sedangkan ketiga adalah 

pengumpulan data yaitu menggunakan studi Pustaka, observasi, dan wawancara.   

Hasil yang didapatkan penulis dengan mengambil judul mekanisme Pajak 
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Penghasilan Pasal 23 atas jasa event pada CV. Sakti Abadi Jaya menggunakan studi 

kasus Dinas Tanaman Pangan jember itu lebih memahami alur yang harus dikerjakan 

dari melaporkan lalu menghitung pemotongan pajak yang terhutang dan kemudian 

dilanjutkan dengan membayar kewajiban pajak dari Dinas Tanaman Pangan Jember 

selaku penggagas kegiatan tersebut. Maka dapat ditarik kesimpulan baik dari CV. Sakti 

abadi Jaya selaku pelaksana kegiatan maupun Dinas Tanaman Pangan Jember selaku 

penggagas kegiatan itu sudah berjalan sesuai prosedur sebagaimana yang harus 

dilakukan oleh wajib pajak. 

(Dilaksanakan dengan Surat Tugas Nomor : 1899/UN.25.1.2/SP/2022, 

Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas ILmu Sosial dan Ilmu Politik 

Universitas Jember). 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia adalah negara yang berkembang dalam usaha peningkatan 

menjadi taraf negara maju dibutuhkan beberapa langkah untuk meningkatkan 

pendapatan negara yang berasal dari bermacam-macam sektor. Salah satu sektor 

yang menjadi prioritas dalam peningkatkan pendapatan tersebut adalah melalui 

sektor perpajakan. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 

tentang perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang 

ketentuan umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi Pajak 

adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak 

mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara 

bagi sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan 

perwujudan dari kewajiban negara dan peran serta wajib pajak untuk secara 

langsung dan bersama-sama demi melaksanakan kewajiban perpajakan untuk 

pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 

Undang-undang perpajakan Indonesia, membayar pajak bukan hanya 

kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap negara untuk ikut berpatisipasi dalam 

bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional. 

Tanggungjawab atas kewajiban pembayaran pajak, sebagai pencerminan 

kewajiban kenegaraan di bidang perpajakan berada pada anggota masyarakat 

sendiri untuk memenuhi keajiban tersebut. Hal tersebut sesuai dengan sistem self 

assessment system yang dianut dalam sistem perpajakan Indonesia. Melaksanakan 

kewajiban perpajakannya, masyarakat sebagai wajib pajak harus memahami 

ketentuan-ketentuan umum perpajakan. Termasuk mengenai self assessment 

system. Sistem ini, seluruh proses pelaksanaan kewajiban perpajakan yang 

dimulai dari pemungutan pajak yang memberi kepercayaan sepenuhnya kepada 

wajib pajak untuk menghitung, memotong, menyetor dan melaporkan pajak 

terhutang kas negara, serta mempertanggungjawabkan semua kewajiban 
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dilakukan wajib pajak. Untuk melengkapi dan menutupi kelemaham yang ada 

pada self assessment system, maka digunakan sistem perpajakan lain yaitu sistem 

pemotongan (withholding system). 

Withholding system adalah suatu cara pungutan pajak yang penghitungan 

besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak dilakukan oleh pihak ketiga. Salah 

satu pajak yang menggunakan sistem withholding system adalah pajak 

penghasilan pasal 23. Dimana yang dapat memotong pajak penghasilan pasal 23 

adalah badan pemerintahan, wajib pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, 

bentuk usaha tetap, perwakilan perusahaan luar negeri lainnya, dan wajib pajak 

orang pribadi dalam negeri tentu yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak. 

Penerimaan pajak didapat dari masyarakat, penerimaan pajak ada juga 

didapatkan dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN) maupun Badan Usaha Milik 

Swasta (BUMS) yang berada di dalam negeri. Adapun Badan Usaha Milik Swasta 

contohnya adalah CV. Sakti Abadi Jaya Jember, merupakan suatu perusahaan asal 

kota Jember dan bergerak dibidang Event Organizer yaitu perusahaan sebagai 

pengelola atas kegiatan yang diadakan oleh pihak penyelenggara, dan Advertising 

yaitu kegiatan memasarkan atau mengenalkan suatu produk ke masyarakat luas. 

Oleh karena itu perusahaan yang cukup berpengalaman ini adalah salah satu 

alasan tujuan dari penulis untuk menuntaskan Praktek Kerja Nyata yang wajib 

dilakukan oleh mahasiswa diploma tiga program studi Perpajakan Fakultas Ilmu 

Sosial Ilmu Politik Universitas Jember. Selain perusahaan CV. Sakti Abadi Jaya 

yang sudah cukup berpengalaman dibidang Event Organizer dan Advertising, 

adapun alasan lain dari penulis untuk memutuskan melakukan Praktek Kerja 

Nyata diperusahaan ini adalah adanya jenis-jenis pajak yang bisa didapatkan atau 

dipungut dari perusahaan CV. Sakti Abadi Jaya salah satunya adalah Pajak 

Penghasilan pasal 23. Salah satu bidang kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan 

CV. Sakti Abadi Jaya adalah mengelola event yang diadakan oleh Dinas Tanaman 

Pangan Jember, dimana perusahaan berkewajiban mengelola kegiatan baik dari 

produksi, konsep, sampai jalannya kegiatan itu dengan profesional dan sesuai 

dengan kemauan dari klien supaya tujuan dengan diadakannya kegiatan dapat 

diserap dengan baik oleh konsumen. Kemudian dari kegiatan itu nanti akan 
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menghasilkan salah satunya adalah pajak penghasilan pasal 23 dimana disitu akan 

menjelaskan tentang beban biaya jasa yang harus dibayarkan ke pihak negara. 

Mengetahui proses yang dilakukan oleh kantor CV. Sakti Abadi Jaya, 

penulis harus masuk kedalam lingkungan perusahaan tersebut. Program dalam 

rangka memperoleh perijinan untuk masuk kedalam lingkungan tersebut adalah 

program Praktek Kerja Nyata (PKN). Dalam hal ini, penulis sekaligus 

melaksanakan PKN yang merupakan salah satu program yang tercantum dalam 

kurikulum Universitas Negeri Jember (UNEJ). Program tersebut merupakan salah 

satu persyaratan kelulusan mahasiswa UNEJ. PKN ini juga merupakan bagian 

pendidikan yang menyangkut proses belajar mengajar berdasarkan pengalaman 

diluar sistem belajar dibangku kuliah dan praktek didalam kampus. 

Penulis disini mengambil praktek kerja nyata (PKN) di CV. Sakti Abadi 

Jaya Sukorambi Jember sebagai tempat PKN dengan objek pajak yang cukup 

banyak, dan juga berdasarkan pada kedekatan materi pekerjaan dengan materi 

kuliah. Pajak yang ada di CV. Sakti Abadi Jaya yang pertama adalah Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN). Kedua adalah Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21). 

Ketiga adalah pajak Penghasilan Pasal 

22 (PPh 22). Kemudian yang terakhir atau keempat adalah Pajak Penghasilan 

pasal 23 (PPh 23). 
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Pajak Penghasilan pasal 23 itu sendiri adalah pajak yang dipotong atas 

penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk 

Usaha Tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyerahan kegiatan 

selain yang dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang 

oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggaraan kegiatan, 

Bentuk Usaha Tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. 

(Waluyo,2013:184). 

Tema perpajakan yang dilaksanakan pada program Praktek Kerja Nyata 

menitik beratkan pembahasan tentang PPh Pasal 23 atas jasa yang di lakukan oleh 

pihak Dinas Tanaman Pangan Jember. Penulis disini menitik beratkan pada PPh 

Pasal 23   mempunyai tujuan yaitu mengetahui bagaimana proses PPh Pasal 23 

atas jasa yang dilakukan CV. Sakti Abadi Jaya Jember, Perhitungan PPh Pasal 23, 

proses pemotongan dan proses penyetoran yang berhubungan dengan pajak PPh 

Pasal 23, dan juga memiliki tujuan lain yaitu supaya pihak Dinas Tanaman 

Pangan Jember mengetahui kenapa terjadi pemotongan PPh pasal 23 atas jasa 

pada anggaran event Dinas Tanaman Pangan yang akan dilaksanakan. 

Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan 

yang berasal dari modal, jasa, atau hadiah dan penghargaan, selain yang dipotong 

PPh 21. Perubahan Undang-undang No 36 Tahun 2008 tentang Perubahan 

Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan, 

bertujuan untuk menciptakan suatu sistem perpajakan yang sederhana. 

Penyederhanaan sistem diharapkan akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. 

Berdasar pada uraian tersebut maka diambil judul ” Mekanisme Pajak 

Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Event Pada CV. Sakti Abadi Jaya (Studi Kasus 

Dinas Tanaman Pangan Jember)”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dasar laporan ini 

adalah Bagaimana Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Event Pada 

CV. Sakti Abadi Jaya (Studi Kasus Dinas Tanaman Pangan Jember) ? 

 
1.3 Tujuan dan Manfaat Praktek Kerja Nyata 

1.3.1 Tujuan Praktek Kerja Nyata 

Adapun Tujuan Praktek kerja Nyata untuk mengetahui Mekanisme 

Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Event Pada CV. Sakti Abadi Jaya (Studi 

Kasus Dinas Tanaman pangan Jember). 

1.3.2 Manfaat dari Praktek Kerja Nyata 

1. Bagi Mahasiswa 

1. Mengetahui mekanisme pajak penghasilan pasal 23 atas jasa event pada 

CV. Sakti Abadi Jaya (Studi Kasus Dinas Tanaman Pangan Jember). 

2. Untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan secara teknis selama 

kegiatan Praktek Kerja Nyata, khususnya materi tentang Pajak 

Penghasilan Pasal 23. 

2. Bagi CV. Sakti Abadi Jaya 

1. Sarana untuk membantu input data dibidang Perpajakan dan keuangan CV. 

Sakti Abadi Jaya. 

2. Sarana untuk menjalin hubungan mahasiswa dengan sub bagian keuangan 

CV. Sakti Abadi Jaya, terutama program studi Diploma Tiga Perpajakan 

sebagai salah satu Instansi pendidikan bagi calon tenaga ahli bidang 

perpajakan yang dibutuhkan dunia kerja. 

3. Bagi Universitas / Fakultas 

a. Menambah relasi dan memungkinkan adanya hubungan kerjasama antara 

pihak Universitas maupun Fakultas dengan perusahaan tempat mahasiswa 

melakukan Praktek Kerja Nyata. 

b. Menjadi sarana promosi bagi Universitas maupun Fakultas terutama 

jurusan Diploma 3 Perpajakan. 



 

 

 

 

BAB 2 

TINJAUAN PUSTAKA 

 
2.1 Definisi dan Unsur Pajak 

Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang 

perubahan ke empat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang ketentuan 

umum dan tata cara perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah 

kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang 

bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendaptakan 

imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar- 

besarnya kemakmuran rakyat. 

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip Mardiasmo (2016:3) Pajak 

merupakan iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang - Undang (yang 

dapat di paksakan) dengan tiada mendapat kontraprestasi (mendapat jasa timbal 

balik) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang di gunakan untuk membayar 

pengeluaran umum. 

Dari pengertian tentang pajak diatas dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki 

unsur-unsur sebagai berikut: 

1. Iuran dari rakyat kepada negara 

Yang berhak memungut pajak hanyalah negara. Iuran tersebut berupa uang 

(bukan barang) 

2. Berdasarkan undang-undang 

Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta 

aturan pelaksanaannya. 

3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung 

dapat di tunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh Pemerintah. 

4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran- 

pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat. 

Dari sebagian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak dipungut oleh 

negara baik oleh pemerintah pusat maupun daerah berdasarkan atas undang- 

undang serta aturan pelaksanaannya. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi 
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keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi 

pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan serta tidak dapat ditunjukkan 

adanya imalan (kontraprestasi) sendiri oleh pemerintah terhadap pembayaran 

pajak yang dilakukan oleh para wajib pajak. 

 
2.1.1 Kedudukan Hukum Pajak 

Hukum pajak disebut juga hukum fiskal yaitu keseluruhan dari peraturan- 

peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan orang 

dan menyerahkannya lagi kepada masyarakat melalui kas negara. Dengan kata 

lain, pajak merupakan salah satu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah. 

Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip Mardiasmo (2016:6) 

menjelaskan bahwa hukum pajak mempunyai kedudukan diantara hukum-hukum 

sebagai berikut: 

1. Hukum Perdata, mengatur hubungan anatara satu individu dengan individu 

lainnya 

2. Hukum publik, mengatur hubungan antara pemerintah dengan rakyat. 

Hukum ini dapat diperinci sebagai berikut: 

a. Hukum tata negara 

b. Hukum tata usaha (Hukum Administratif) 

c. Hukum pajak 

d. Hukum pidana 

 
 

2.1.2 Fungsi Pajak 

Ada dua fungsi Pajak menurut Mardiasmo (2016:4), yaitu: 

1. Fungsi Budgetair (sumber keuangan negara) 

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai 

pengeluaran-pengeluarannya. 

2. Fungsi Regulerend (mengatur) 

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan 

pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. 
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Pajak sebagai sumber keuangan Negara berfungsi untuk menghimpun 

dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukan bagi pembiayaan 

pengeluaran pemerintah. Untuk menjalankan tugas rutin Negara dan 

melaksanakan pembangunan Negara dibutuhkan biaya, biaya ini dapat diperoleh 

dari penerimaan pajak. Dengan ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin 

seperti belanja pegawai, belanja barang pemeliharaan dan lain sebagainya. Untuk 

pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah yakni 

pengeluaran dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin. Tabungan pemerintah dari 

tahun ke tahun harus ditingkatkan sesuai kebutuhan pembiayaan bangunan yang 

semakin meningkat dan ini terutama diharapkan dari sektor pajak. 

Pajak berfungsi seiring menjadi tujuan pokok dari sistem pajak, paling 

tidak dalam sistem perpajakan yang benar tidak terjadi pertentangan dengan 

kebijaksanaan dengan kebijaksanaan negara dalam bidang ekonomi dan sosial. 

Sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu diluar bidang keuangan, terutama 

banyak ditujukan terhadap sektor swasta. Dalam rangkat mengiringi penanaman 

modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas 

keringanan pajak. Dalam rangka melindungi produksi dalam negeri, pemerintah 

menetapkan bea masuk yang tinggi untuk produk luar negeri, contoh: 

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi 

konsumsi minuman keras. 

2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk 

mengurangi gaya hidup konsumtif. 

3. Tarif pajak untuk export sebesar 0% dengan tujuan untuk mendorong 

export produk indonesia di pasaran dunia. Tarif pajak untuk export 0% 

jika memenuhi 2 syarat yaitu didasarkan atas perikatan atau perjanjian 

tertulis, dan terdapat pembayaran disertai bukti pembayaran yang sah dari 

penerima export kepada pengusaha kena pajak yang melakukan export 

 
2.1.3 Pengelompokan pajak 

Pengelompokan Pajak menurut Mardiasmo (2016:7) adalah sebagai 

berikut: 
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1. Menurut Golongannya 

a. Pajak Langsung 

Pajak langsung yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak 

dan tidak dapat di bebankan atau dilimpahkankepada orang lain. 

Contoh : Pajak Penghasilan ( PPh ) 

b. Pajak Tidak langsung 

Pajak tidak langsung yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan 

atau dilimpahkan kepada orang lain. 

Contoh : Pajak Pertambahan NIlai (PPN), Bea Materai 

Arti pajak langsung adalah pajak yang pembebanannya tidak dapat 

dilimpahkan ke pihak lain, tetapi harus menjadi beban langsung wajib pajak yag 

bersangkutan, dan pajak tidak langsung adalah pajak yang pembebanannya dapat 

dilimpahkan ke pihak lain. 

2. Menurut Sifatnya 

a. Pajak Subjektif. 

Yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti 

memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh : Pajak Penghasilan (PPh). 

b. Pajak Objektif. 

Yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan 

keadaan diri Wajib Pajak. 

Contoh: Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) dan pajak Penjualan Atas 

Barang Mewah (PPnBM). 

Kesimpulannya pajak subyektif adalah pajak yang berdasarkan pada 

subyeknya yang selanjutnya dicari syarat obyektifnya, dalam arti memperhatikan 

keadaan diri wajib pajak dan pajak obyektif merupakan pajak yang berdasarkan 

pada obyeknya, tanpa memperhatikan diri wajib pajak. 

3. Menurut Lembaga Pemungutnya 

a. Pajak Pusat 

Yaitu Pajak yang di pungut oleh Pemerintah Pusat dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga Negara. 
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Contoh : Pajak Penghasilan, PPN dan PPnBm, PBB. 

b. Pajak Daerah 

Yaitu Pajak yang di pungut oleh Pemerintah Daerah dan digunakan untuk 

membiayai rumah tangga daerah . 

1) Pajak Propinsi: Pajak kendaran bermotor dan Pajak bahan bakar 

kendaraan bermotor. 

2) Pajak Kabupaten/Kota. Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak 

Hiburan. 

 
2.1.4 Syarat Pemungutan Pajak 

Menurut Mardiasmo (2016:4) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan 

hambatan atau perlawanan, maka pemungutan harus memenuhi syarat-syarat 

sebagai berikut: 

1. Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan) 

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang 

dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan 

diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan 

kemampuan masing-masing. Adil dala pelaksanaannya yakni dengan memberikan 

hak bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pebayaran, 

dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak. 

2. Pemungutan pajak harus berdasarkan undang-undang (syarat yuridis) 

Di indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini 

memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara 

maupun warganya. 

3. Tidak mengganggu perekonomian (syarat ekonomis) 

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi 

maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan keleluasaan perekonomian 

masyarakat. 

4. Pemungutan pajak harus efisien (syarat finansiil) 

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan 

sehingga lebih rendah dari hasil pungutannya. 
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5. Sistem pemungutan pajak harus sederhana 

Sistem pungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong 

masyarakat dalam memnuhi kewajiban perpajakannya. 

 
2.1.5 Tata Cara Pemungutan Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak 

Cara pemungutan Pajak menurut mardiasmo (2016:8) yaitu: 

1. Stelsel pajak 

a. Stelsel nyata (riel stelsel) 

pengenaan Pajak berdasarkan pada Objek (penghasialan yang nyata), 

sehingga pemungutannya baru dapat dilakukan pada akhir tahun Pajak, 

yakni setelah penghasilan yang sesungguhnya diketahui. Kebaikan stelsel 

ini adalah Pajak yang dikenakan lebih realistis. Sedangkan kelemahannya 

adalah Pajak baru dapat dikenakan pada akhir periode (setelah penghasilan 

riil diketahui). 

b. Stelsel anggapan (fictive stelsel) 

Pengenaan pajak didasarkan pada suatu anggapan yang diatur oleh 

undang-undang, misalnya, penghasilan suatu tahun dianggap sama dengan 

tahun sebelunnya, sehingga pada awal tahun pajak sudah dapat ditetapkan 

basarnya Pajak yang terutang untuk tahun Pajak berjalan. Kebaikan stelsel 

ini adalah Pajak dapat dibayar selama tahun berjalan, tanpa menunggu 

akhir tahun. Sedangkan kelemahannya adalah Pajak yang dibayar tidak 

berdasarkan pada keadan yang sesungguhnya. 

c. Stelsel campuran 

Stelsel ini merupakan kombinasi antara stelsel nyata dengan stelsel 

anggapan. Pada awal tahun, besarnya Pajak dihitung berdasarkan suatu 

anggapan, kemudian pada akhir tahun besarnya pajak disesuaikan dengan 

keadaan sebenarnya. Apabila besarnya pajak menurut kenyataan lebih 

besar dari pada pajak menurut anggapan, maka Wajib Pajak wajib harus 

menambah. Demikian pula sebaliknya, apabila lebih kecil, maka 

kelebihannya dapat diminta kembali. 
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2. Asas Pemungutan Pajak 

a. Asas Domosili (asas tempat tinggal) 

Negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan Wajib Pajak 

yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari 

dalam maupun dari luar Negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam 

Negeri. 

b. Asas Sumber 

Negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di 

wilayahnya tanpa memperhatikan tempat tinggal Wajib Pajak. 

c. Asas Kebangsaan 

Pengenaan Pajak dihubungkan dengan kebangsaan. 

3. Sistem Pemungutan Pajak 

a. Official Assessment System 

Adalah system pemungutan yang member wewenang kepada Pemerintah 

(Fiskus) untuk menentukan besarnya Pajak terutang yang terutang oleh 

Wajib Pajak. 

Ciri-ciri official assesment system adalah sebagai berikut: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya Pajak terutang berada pada 

Fiskus. 

2) Wajib Pajak bersifat pasif. 

3) Utang pajak timbul setelah dikeluarkannya Surat Ketetapan Pajak oleh 

fiskus. 

b. Self Assessment System 

Adalah suatu sistem pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada 

Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besarnya Pajak terutang. 

Ciri-cirinya sebagai berikut: 

1) Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib 

pajak sendiri. 

2) Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan 

sendiri pajak yang terutang. 

3) Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi. 



13 
 

 

 

 

 

 

 

c. With Holding System 

Adalah suatu Sistem pemungutan Pajak yang memberi wewenang kepada 

pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan) 

untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. 

Ciri-cirinya: wewnang memotong atau memungut pajak yang terutang ada 

pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak. 

 
2.1.6 Tarif Pajak 

Menurut Resmi (2018:14) tarif pajak dapat berupa angka atau 

persentase tertentu. Jenis tarif pajak dibedakan menjadi beberapa tarif, yaitu: 

1. Tarif Tetap 

Tarif tetap adalah tarif berupa jumlah atau angka yang tetap, berapapun 

besarnya dasar pengenaan pajak. Di Indonesia, tarif tetap diterapkan pada bea 

materai. 

2. Tarif Proporsional (Sebanding) 

Tarif proporsional adalah tarif berupa presentase tertentu yang sifatnya 

tetap terhadap berapapun dasar pengenaan pajaknya. Makin besar dasar 

pengenaan pajak, makin besar pula jumlah pajak yang terutang dengan kenaikan 

secara proporsional atau sebanding. Di Indonesia, tarif proporsional diterapkan 

pada PPN (tarif 10%), PPh Pasal 26 (tarif 20%), PPh Pasal 23 (tarif 15% dan 2% 

untuk jasa lain), PPh WP Badan dalam negeri, dan BUT (tarif Pasal 17 ayat (1) b 

atau 28% untuk tahun 2009 serta 25% untuk tahun 2010 dan seterusnya), PBB 

(tarif 0,5%) dan lain-lain. 

3. Tarif progresif (Meningkat) 

Tarif progresif adalah tarif berupa persentase tertentu yang makin 

meningkat dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. Tarif Progresif 

dibedakan menjadi 3, yaitu : 

a. Tarif Progresif-proporsional, tarif berupa persentase tertentu yang makin 

meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan 

persentase tersebut adalah tetap. 
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b. Tarif Progresif-progresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin 

meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak dan kenaikan 

persentase tersebut juga meningkat. 

c. Tarif Progresif-degresif, tarif berupa persentase tertentu yang makin 

meningkat dengan meningkatnya dasar pengenaan pajak, tetapi kenaikan 

persentase tersebut makin menurun. 

4. Tarif Degresif (Menurut), tarif berupa presentase tertentu yang makin menurun 

dengan makin meningkatnya dasar pengenaan pajak. 

 
2.2 Pajak Penghasilan 

2.2.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan 

Undang-Undang Pajak Penghasilan mengatur subjek pajak, objek pajak, 

serta cara menghitung dan cara melunasi pajak yang terutang. Dengan demikian 

Undang-Undang Pajak Penghasilan menjamin kepastian hukum. Dasar hukum 

Pajak Penghasilan adalah UU No.17 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan (PPh) 

berlaku sejak 1 Januari 1984. Undang-Undang ini telah diubah dengan UU No. 7 

Tahun 1991 dan diubah dengan UU No. 10 Tahun 1994, diubah kembali dengan 

UU No. 17 Tahun 2000 dan terakhir diubah dengan UU No. 36 Tahun 2008. 

(mardiasmo 2016:163) 

 
2.2.2 Subjek Pajak Penghasilan 

1. Menurut UU NO.36 Tahun 2008 pasal 2. Yang menjadi subjek pajak adalah: 

a. Orang Pribadi 

b. Warisan yang belum terbagi satu kesatuan, menggantikan yang berhak. 

c. Badan, terdiri dari PT, CV, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan 

nama atau bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiunan, 

persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi social 

politik, atau orgaisasi sjenis, lembaga dan bentuk badan lainnya. 

d. Bentu Usaha Tetap (BUT), yang digunakan oleh subjek pajak luar negeri 

(baik orang pribadi atau badan) untuk menjalankan usaha atau melakukan 

kegiatan di Indonesia. 
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2. Menurut UU NO.36 Tahun 2008 pasal 2 (3) Subjek pajak dibedakan menjadi: 

a. Subjek pajak dalam negeri yang terdiri dari : 

1) Orang pribadi yang berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam 

jangka waktu 12 bulan atau dalam satu tahun pajak berada di Indonesia 

dan mempunyai niat untuk bertempat tinngal di Indonesia. 

2) Badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia. 

3) Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang 

berhak. 

b. Subjek pajak luar negeri yang terdiri dari : 

1) Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih 

dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan yang menerima 

penghasilan dari Indonesia. 

2) Badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di 

Indonesia yang menerima penghasilan dari Indonesia. 

3. Tidak termasuk Subjek Pajak 

Menurut UU NO.36 Tahun 2008 pasal 3 yang tidak termasuk subjek pajak 

penghasilan adalah : 

a. Badan perwakilan negara asing. 

b. Pejabat perwakilan diplomatic dan konsulat atau pejabat lain dari Negara 

asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bkerja 

pada dan bertempat tinggal brsama-sama mereka, dengan syarat-syarat 

bukan warga Negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh 

penghasilan lain di luar jabatannya di Indonesia serta Negara yang 

bersangkutan memberikan perlakuan timbale balik. 

c. Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri keuangan 

dengan syarat Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut dan tidak 

menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari 

Indonesia. 

d. Pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan oleh menteri 

keuangan dengan syarat bukan warga Negara Indonesia dan tidak 
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menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari 

Indonesia. 

 
2.2.3 Objek Pajak Penghasilan 

Dalam pengertian objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan 

kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang 

berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri, yang dapat dipakai untuk 

kondumsi atau menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama 

dan bentuk apapun. UU No.36 Tahun 2008 pasal 4 (1). 

1. Yang termasuk dalam pengertian objek pajak penghasilan adalah: 

a. Penghasilan atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang 

diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi ,bonus , 

gratifikasi, uang pensiun atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali 

ditentukan lain dalam Undang-undang ini. 

b. Hadi dari undian atau pekerjaan atau kegietan dan penghargaan. 

c. Laba usaha 

d. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta 

e. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah di bebankan sebagai 

biaya 

f. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan 

pengembalian utan 

g. Dividen dengan nama dan bentuk apapun termasuk dividen dari 

perusahaan ansuransi kepada pemegam polis dan pembagian sisa hasil 

koperasi 

h. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak 

i. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 

j. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala 

k. Keuntungan karena pembebasa utang kecuali sampai jumlah tertentu yang 

di tetapkan dengan Peraturan Pemerintah 

l. Keuntungan karena selisih kurs mata uang asing 

m. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva 
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n. Premi ansuransi 

o. Iuran yang di terima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang 

terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas 

p. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum 

dikenakan pajak 

q. Penghasilan dari usaha berbasis syariah 

r. Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang 

mengatur mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan 

s. Surplus bank indonesia 

2. Yang tidak termasuk objek pajak penghasilan : 

a. Bantuan atau sumbangan termasuk zakat. Harta hibahan yang diterima 

oleh keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus atau sederajat, badan 

keagamaan, pendidikan, social termasuk ayaysan koperasi, atau orang 

pribadi yang menjalankan usaha mikro atau kecil, yang keturunannya 

diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. 

b. Warisan. 

c. Harta sebagai pengganti saham atau setoran modal. 

d. Imbalan natura. 

e. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi. 

f. Deviden yang diperoleh wajib pajak dalam negeri dengan syarat berasal 

dari laba ditahan dan kepemilikan 20%. 

g. Iuran yang diterima dana pensiun baik dibayar pemberi kerja atau pegawai. 

h. Penghasilan dari modal yang ditanam dana pensiunan. 

i. Laba bagi CV, firma, persekutuan, kongsi. 

j. Penghasilan perusahaan modal ventura yang syaratnya diatur oleh 

Peraturan Menteri Keuangan. 

k. Beasiswa. 

l. Sisa lebih yang diperoleh badan atau lembaga nirlaba dalam bidang 

pendidikan dan/atau litbang. 

m. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial kepada Wajib Pajak tertentu. 
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2.3 Pajak Penghasilan Pasal 23 

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pemotongan atas penghasilan yang 

diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) 

yang berasal dari modal penyerahan jasa atau penyelenggara kegiatan selain yang 

telah di potong Pajak Penghasilan Pasal 21, yang dibayar atau terhutang oleh 

badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, peyelenggara kegiatan, BUT 

atau perwakilan prusahaan luar negeri lainnya (Mardiasmo,2016:285). 

 
2.3.1 Dasar Hukum Pajak Penghasilan Pasal 23 

1. Peraturan Menteri Keuangan PMK No.141/PMK.03/2015. 

2. Undang-undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah 

beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 36 Tahun 2008 

disebutkan jelas adanya jasa konstruksi sebagai objek PPh Pasal 23. 

 
2.3.2 Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

Peraturan Menteri Keuangan PMK No.141/PMK.03/2015 pasal 1 ayat 3 

dan UU No.36 Tahun 2008 pasal 23 (1) Pemotongan PPh pasal 23 adalah pihak- 

pihak yang membayarkan penghasilan yang terdiri atas: 

1. Badan pemerintah. 

2. Subjek pajak badan dalam negeri. 

3. Penyelenggara kegiatan. 

4. Bentuk usaha tetap 

5. Perwakilan perusahaan luar negeri. 

6. Orang pribadi sebagai Wajib Pajak dalam negeri yang telah mendapat 

penunjukan dari Direktur Jendral Pajak untuk memotong pajak PPh Pasal 23, 

yang meliputi: 

a. Akuansi, arsitek, dokter, notaries, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) 

kecuali PPAT tersebut adalah Camat, Pengacara, dan konsultan, yang 

melakukan pekerjaan bebas. 

b. Orang pribadi yang menjalankan usaha yang menyelenggarakan 

pembukuan. 
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2.3.3 Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

Penghasilan yang di potong PPh Pasal 23 menurut UU No.36 Tahun 2008 

pasal 23 (1): 

1. Deviden adalah bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang 

polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh 

anggota koperasi 

2. Bunga termasuk premium,.diskonto, dan imbalan sehubungan dengan 

jaminan pngembalian uang 

3. Royalti 

4. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotongpajak penghasilan 

sebagimana dmaksud dalam pasal 21 

5. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, kecuali 

sewa tanah dan atau bangunan 

6. Imbalan sehubungandengan jasa teknik, jasa manejemen, asa kontruksi, jasa 

konsultan, dan jasa lain selain yang telah di potong paja sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 21 

 
2.3.4 Pengecualian Objek Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

Yang tidak dikenakan pemotongan PPh pasal 23 yaitu penghasilan, UU 

No.36 Tahun 2008 pasal 23 (4): 

1. Penghasilan yang dibayar atau terutang kepada pihak lain. 

2. Sewa yang dibayarkan atau terutang sehubungan dengan sewa guna usaha 

dengan hak Opsi. 

3. Deviden atau bagian laba yang diterima atau diperoleh perseroan terbatas 

sebagian Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, yayasan atau organisasi yang 

sejenis BUMN atau BUMD dari peryertaan modal pada badan usaha yang 

didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia. 

4. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusaan modal ventura berupa 

bagian laba dari bagian pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan 

usaha atau kegiatan di Indonsia dengan syarat badan pasangan usaha tersebut: 
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a. Merupakan perusahaan kecil, menengah, atau yang menjalankan kegiatan 

dalam sektor-sektor usaha yang ditetapkan Mentri Keuangan dan. 

b. Sahamnya tidak diperdagangkan dibursa efek di Indonesia. 

5. Bunga obligasi yang diterima atau diperoleh perusahaan reksa dana. 

6. Sisa hasil usaha koperasi yang di bayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. 

7. Bunga’simpanan yang tidak  melebihi batas yang ditetapkan oleh Mentrik 

Keuanagan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggotanya. 

 
2.3.5 Dasar Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

Ada 2 (dua) dasar pemotongan PPh Pasal 23 menurut UU No.36 Tahun 

2008 pasal 23 (1): 

1. Dari jumlah bruto, untuk penghasilan berupa : 

a. Dividen 

b. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan 

jaminan pengembalian utang. 

c. Royalti 

d. Hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong pajak sbagaimana 

yang dimaksud dalam Pasal 21. 

2. Dari perkiraan penghasilan netto, untuk penghasilan berupa : 

a. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta 

b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, 

jasa konsultan dan jasa lain selain dipotong pajak sebagaian yang 

dimaksud dalam Pasal 21. 

 
2.3.6 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 

Tarif Pemotongan dalam Undang-undang sebelumnya di kenal hanya satu 

tariff untuk PPh pasal 23 yaitu sebsar15% dan dikenal adanya penghasilan Netto, 

yang kemudian diatur dalam tarif tersendiri maka dalam ketentuan tarif PPh pasal 

23 baru diatur mengenal 2 tarif baru yaitu 15% (lima belas persen) dan 2% (dua 

persen) yang di hitung langsung dari Jumlah Bruto, UU No.36 Tahun 2008 pasal 

23 (1) adalah: 
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1. Tarif 15% dari jumlah bruto dikenakan atas: 

a. Dividen 

b. Bunga 

c. Royalty 

d. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong 

PPh pasal 21. 

2. Tarif 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pajak pertambahan nilai: 

a. Sewa atas penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta, 

kecuali sewa tanah dan/atau bangunan 

b. Imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa 

kontruksi, jasa konsultan, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong 

Pajak Penghasilan Pasal 21. Jasa lain terdiri dari : 

1) Jasa Penilai (appraisal) 

2) Jasa aktuaris 

3) Jasa akuntan, pembukuan, dan astestasi laporan keuangan 

4) Jasa perancang (design) 

5) Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan minyak dan gas 

bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh BUT 

6) Jasa penunjangan di bidang penambangan migas 

7) Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang penambangan selain 

migas 

8) Jasa penunjang penerbangan dan bandar udara 

9) Jasa penebangan hutan 

10) Jasa pengolahan limbah 

11) Jasa penyedia tenaga kerja (outsourcing service) 

12) Jasa perantara dan/atau keagenan 

13) Jasa di bidang pedagangan surat-surat berharga, kecuali yang 

dilakukan oleh Bursa Efek, KSIE, dan KPEI 

14) Jasa custodia/penyimpanan/penitipan, kecuali yng dilakukan oleh 

KSEI 

15) Jasa pengisi suara (dubbing) dan/atau sulih suara 



22 
 

 

 

 

 

 

 

16) Jasa mixing film 

17) Jasa sehunungan dengan software computer, termasuk perawatan 

pemeliharaan da perbaikan 

18) Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, 

ac, dan/atau tv kabel, selain yang dilakukan oleh wajib pajak yang 

ruang lingkupnya di bidang kontruksi da mempunyai ijin dan/atau 

sertifikasi sebagai pengusaha kontruksi 

19) Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, 

telepon, air, gas, AC, tv kabel, alat transportasi/kendaraan dan/atau 

bangunan, selain yang dilakukan oelh wajib pajak yang ruang 

lingkupnya di bidang kontruksi dan mempunyai ijin dan/atau sertifikat 

sebagai pengusaha kontruksi 

20) Jasa Maklon 

21) Jasa penyedia dan keamanan 

22) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer 

23) Jasa pengepakan 

24) Jasa penyedia tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar 

ruang atau media lain atau untuk menyimpan informasi 

25) Jasa pembasmian hama 

26) Jasa kebersihan atau cleaning service 

27) Jasa cetering atau tata boga 

Dalam hal ini wajib pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan 

tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), besarnya tariff pemotongan 

lebih tinggi 100%. Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dapat 

dibuktikan oleh wajib pajak dengan menunjukan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak 

(NPWP). 

2.3.7 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23 

Mekanisme menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) memiliki arti 

cara kerja suatu organisasi/ hal saling bekerja seperti mesin (kalau satu bergerak 
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yang lain ikut bergerak). Mekanisme pemotongan PPh Pasal 23 menurut 

(Mardiasmo, 2016:289) diantaranya yaitu: 

1. Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Dividen. 

Atas penghasilan berupa diveden akan dikenakan Pemotongan PPh pasal 23 

sebesar 15% dari jumlah bruto. (PPh Pasal 23 = 15% x Bruto) 

Contoh : PT. Solusindo membayarkan dividen kepada CV. Maju Makmur sebesar 

Rp 200.000.000. 

PPh pasal 23 dipotong PT. Solusindo adalah: 15% x Rp 200.000.000 = Rp 

30.000.000 

2. Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Bunga, Termasuk Premium, Diskonto, 

dan Imbalan karena Jaminan Pengembalian Uang. 

Atas penghasilan berupa bunga akan dikenakan Pemotongan PPh pasal 23 

sebesar 15% dari jumlah bruto. (PPh Pasal 23 = 15% x Bruto) 

Contoh : PT. Karya Utama membayarkan bunga atas pinjaman membayarkan 

bunga kepada PT. Indo Jaya sebesar Rp 80.000.000. PPh pasal 23 dipotong PT. 

Karya Utama adalah: 15% x Rp 80.000.000= Rp 12.000.000 

3. Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Royalti. 

Atas penghasilan berupa royalti akan dikenakan Pemotongan PPh pasal 23 

sebesar 15% dari jumlah bruto. (PPh Pasal 23 = 15% x Bruto) 

Contoh : CV. Selera Makan membayar royalti kepada Ny. Sulastri atas pemakaian 

merek ayam goreng “Ayam Geprek Bu Lastri” sebesar Rp 30.000.000. PPh pasal 

23 dipotong CV. Selera Makan adalah : 15% x Rp 30.000.000= Rp 4.500.000. 

Apabila Ny. Sulastri belum memiliki NPWP, maka PPh pasal 23 yang dipotong 

CV. Selera Makan adalah 30% x Rp 30.000.000 = Rp 9.000.000. 

4. Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Hadiah, Penghargaan, Bonus. 

Atas hadiah atau penghargaan yang diberikan melalui suatu perlombaan atau 

adu ketangkasan yang diterima oleh wajib pajak badan termasuk BUT dikenakan 

pemotongan PPh pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto. (PPh Pasal 23 = 15% x 

Bruto). 
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Contoh : CV. Perdana mendapat hadiah sebuah mobil senilai Rp 200.000.000 

atas undian tabungan yang diselengarakan Bank Artha Raya. PPh pasal 23 

dipotong Bank Artha Raya adalah : 15% x Rp 200.000.000= Rp 30.000.000. 

5. Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan 

Dengan Penggunaan Harta. 

Atas penghasilan sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan 

harta (kecuali sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan persewaan tanah dan 

atau bangunan) dikenakan pemotongan PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto 

tidak termasuk pertambahan nilai. (PPh Pasal 23 = 2% x Bruto). 

Contoh : PT. Sejahtera menyewa sebuah traktor milik susanto dengan nilai sewa 

sebesar Rp 10.000.000. PPh pasal 23 dipotong PT. Sejahtera adalah : 2% x Rp 

10.000.000 = Rp 200.000. Apabila susanto belum memiliki NPWP, maka PPh 

pasal 23 yang dipotong PT. Sejahtera adalah 4% x Rp 10.000.000 = Rp 400.000. 

6. Cara Menghitung PPh Pasal 23 Atas Imbalan Sehubungan Dengan Jasa 

Teknik, Jasa Manajemen, Jasa Kontruksi, dan Jasa Lain. 

Atas imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, jasa kontruksi, 

dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh pasal 21 dikenakan pemotongan 

PPh pasal 23 sebesar 2% dari jumlah bruto tidak termasuk pertambahan nilai. 

(PPh Pasal 23 = 2% x Bruto). 

Contoh : Fa. Duta Bangsa membayarkan jasa cleaning service kepada PT. 

Makmur sebesar Rp 15.000.000. PPh pasal 23 dipotong Fa. Duta Bangsa adalah: 

2% x Rp 15.000.000 = Rp 300.000. Apabila PT. Makmur belum memiliki NPWP, 

maka PPh pasal 23 yang dipotong Fa. Duta Bangsa adalah 4% x Rp 15.000.000 

= Rp 600.000. 

 
 

2.3.8 Mekanisme Pelaporan PPh Pasal 23 

Mekanisme pelaporan pajak penghasilan pasal 23 yaitu meliputi 

(Mardiasmo, 2016:41) : 

1. Surat Setoran Pajak (SSP) 
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Surat setoran pajak adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang 

telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara 

lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh mentri 

keuangan. 

2. Fungsi SSP 

SSP berfungsi sebagai bukti pembayaran pajak apabila telah disahkan oleh 

pejabat kantor penerima pembayaran yang berwenang atau apabila telah 

mendapatkan validasi. 

3. Tempat Pembayaran dan Penyetoran Pajak 

a. Bank ditunjuk oleh Mentri Keuangan 

b. Kantor Pos 

4. Jangka Waktu Penyetoran dan Pembayaran Pajak 

Jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak diatur sebagai berikut: 

a. Pembayaran masa 

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh pemotong PPh harus disetor paling lama 

tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah masa pjak berakhir. 

b. Surat tagihan pajak, surat ketetapan pajak kurang bayar, serta ketetapan 

pajak kurang byar tambahan, dan surat keputusan keberatan,surat 

keputusan pembetulan, putusan banding, serta keputusan peninjauan 

kembali, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar tambahan, 

harus dilunasi dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal di 

terbitkan. 

c. Kekurangan pembayaran pajakyang terutang berdasarkan surat pemberi 

tahuan tahunan pjak penghasilan harus dibayar lunas sebelum surat 

pemberitahuan pajak penghasilan disampaikan. 

5. Tata Cara Menunda atau Mengangsur Pembayaran Atas Ketetapan Pajak 

Wajib pajak dapat mengajukan surat permohonan tertulis untuk mengangsur 

atau menunda pembayaran pajak yang masih harus dibayar dalam surat tagihan 

pajak, surat ketetapan kurang bayar, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan, 

dan surat keputusan pembetulan, surat keputusan banding, serta putusan 
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peninjauan kembali, yang menyebabkan jumlah pjak yang terutang bertambah, 

kepada Direktur Jendral Pajak. 

Permohonan harus diajukan paling lama 9 (sembilan) hari kerja sebelum saat 

jatuh tempo pembayaran utang pajak berakhir disertai dengan alasan dan bukti 

yang mendukung permohonan. Wajib pajak harus memberikan jaminan yang 

dapat berupa garansi bank, dokumen bukti kepemilikan barang bergerak, 

penanggungan pertama oleh pihak ketiga, sertifikat tanah atau sertifikan deposit. 

Direktur Jendral Pajak menerbitkan surat keputusan atas permohoanan 

tersebut berupa menerima seluruhnya, menerima sebagian atau menolak. Surat 

diterbitkan paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya permohonan. 

Apabila selama 7 hari kerja Direktur Jendral Pajak tidak menerbitkan suatu 

keputusan, permohonan disetujui sesuai dengan permohonan wajib pajak, dan 

keputusan harus diterbitkan paling lam 5 (lima) hari kerja setelah jangka waktu 7 

hari kerja tersebut berakhir. 



 

 

 

 

BAB 3 

METODE PELAKSANAAN PRAKTEK KERJA NYATA 

 
 

3.1 Lokasi dan Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.1.1 Lokasi Praktek Kerja Nyata 

Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata dilakukan di CV. Sakti Abadi Jaya Jl. 

Brawijaya No.100, Jubung Lor, Jubung, Kecamatan Sukorambi, Kabupaten 

Jember. Penulis ditempatkan pada Administrasi Kantor. 

 
3.1.2 Waktu Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Jadwal pelaksanaan Praktek Kerja Nyata sesuai dengan surat tugas nomor 

1899/UN.25.1.2/SP/2022 yaitu di mulai pada tanggal 26 Maret sampai dengan 20 

Mei 2022. 

Tabel 3.1 Hari dan Jam Kerja Praktek Kerja Nyata 
 

Hari Kerja Jam Istirahat 

Senin – Sabtu 

 
 

Minggu 

08:00 – 15:00 (Normal) 

09.00 – 14.00(Ramadhan) 

Libur 

- 

- 

Libur 

 
 

Sumber: CV. Sakti Abadi Jaya (2022) 

 

3.2 Ruang Lingkup Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

3.2.1 Ruang Lingkup Kegiatan 

Pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata di CV. Sakti Abadi Jaya 

Sukorambi Jember akan di buat judul “Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 

Atas Jasa Event Pada CV. Sakti Abadi Jaya (Studi Kasus Dinas Tanaman Pangan 

Jember)”. 

 
3.2.2 Kegiatan yang dilakukan Secara Terjadwal Selama Prakter Kerja Nyata 
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Selama pelaksanaan Praktek Kerja Nyata, Penulis melaksanakan beberapa 

kegiatan yang ada di CV. Sakti Abadi Jaya yang dapat dilihat pada Tabel 3.2 

berikut ini. 

Tabel 3.2 Kegiatan yang Secara Dilakukan Terjadwal Selama Praktek Kerja Nyata 
 
 

No 
Waktu 

Pelaksanaan 

Penanggung 

Jawab 
Kegiatan Hasil Kegiatan 

(a) (b) (c) (d) (e) 

1. Sabtu 26 
Maret 2022 

Andy Reza 

Selaku 

Administrasi 

Membantu 

bagian 

kepegawaian 

1. Merapikan data – 
data kepegawaian 

2. Penjelasan 
mengenai kantor 

2. Senin 28 
Maret 2022 

Andy Reza 

Selaku 

Administrasi 

Membantu 

bagian 

kepegawaian 

Arsip data – data 

kepegaiwan 

3. Selasa 29 

Maret 2022 
Findy Alfian 

Rusdi Selaku 

Kepala 

Produksi 

Membantu 

dibagian 

produksi 

Mengecek peralatan 

yang ada di gudang 

produksi 

4. Rabu 30 
Maret 2022 

Andy Reza 

Selaku 

Administrasi 

Membantu 

bagian keuangan 
Rekap data keuangan 

dan disesuai kan 

dengan data 

5. Kamis 31 

Maret 2022 
Andy Reza 
Selaku 
Administrasi 

Membantu 
bagian 
kepegawaian 

Pendataan inventarisasi 
perusahaan 

6. Jumat 1 

April 2022 

Andy Reza 

Selaku 

Administrasi 

Membantu 

bagian 

kepegawaian 

Pendataan inventarisasi 

perusahaan 

7. Sabtu 2 

April 2022 
Andy Reza 
Selaku 
Administrasi 

Membantu 
bagian 
kepegawaian 

Pendataan inventarisasi 
perusahaan 

8. Senin 4 

April 2022 
Findy Alfian 

Rusdi Selaku 

Marketing 

Membantu 

Bagian 

Marketing 

Membuat 

penganggaran 

pengajuan proposal 
event 

9. Selasa 5 

April 2022 
Findy Alfian 

Rusdi Selaku 

Marketing 

Membantu 

Bagian 

Marketing 

Membuat 

penganggaran 

pengajuan proposal 
event 
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10. Rabu 6 

April 2022 
Findy Alfian 

Rusdi Selaku 
Marketing 

Membantu 

bagian 
Marketing 

Berkunjung ke klien 

sekalian pengajuan 
porposal 

11. Kamis 7 

April 2022 

Findy Alfian 

Rusdi Selaku 

Marketing 

Membantu 

Bagian 

Marketing 

Berkunjung keklien 

sekalian pengajuan 

proposal 

12. Jumat 8 
April 2022 

Findy Alfian 

Rusdi Selaku 

Kepala 

Produksi 

Membantu 

Bagian Produksi 
Diberikan penjelasan 

tentang fungsi dan 

kegunaan barang 

produksi yang ada 
digudang 

13. Sabtu 9 

April 2022 

Findy Alfian 

Rusdi Selaku 
Marketing 

Membantu 

Bagian 
Marketing 

Turut menemani klien 

yang berkunjung ke 
kantor 

14. Senin 11 

April 2022 
Dhimas 
Krisdianto 
Selaku 

Manajer 

Wawancara Wawancara mengenai 

sejarah berdirinya 

Perusahaan 

15. Selasa 12 
April 2022 

Dhimas 

Krisdianto 
Selaku 
Manajer 

Menemani 

Bapak Dhimas 
Menemani Bapak 

Dhimas Kunjungan ke 

klien 

16. Rabu 13 

April 2022 
Andy Reza 
Selaku 
Administrasi 

Membantu 
Bagian 
Administrasi 

Pendataan Data 
Keuangan 

17. Kamis 14 

April 2022 
Andy Reza 
Selaku 
Administrasi 

Membantu 
Bagian 
Administrasi 

Pendataan Data 
Keuangan 

18. Sabtu 16 
April 2022 

Hari Libur 
Kantor 

Hari Libur 
Kantor 

Hari Libur Kantor 

19. Senin 18 

April 2022 

Findy Alfian 

Rusdi Selaku 

Marketing 

Membantu 

Bagian 

Marketing 

Pendataan Data 

Marketing 

20. Selasa 19 
April 2022 

Findy Alfian 

Rusdi Selaku 
Marketing 

Membantu 

Bagian 
Marketing 

Pendataan Data 

Marketing 

21. Rabu 20 

April 2022 

Andy Reza 

Selaku 

Administrasi 

Membantu 

bagian 

administrasi 

Melakukan pelaporan 

PPh 23 

22. Kamis 21 
April 2022 

Andy Reza 

Sebagai 
Admnmistrasi 

Membantu 

Bagian 
Administrasi 

Menginput e-faktur 

23. Jumat 22 

April 2022 

Andy Reza 

Selaku 

Administrasi 

Membatu 

Bagian 

Administrasi 

Melakukan 

Pemotongan PPh 23 

24. Sabtu 23 Andy Reza Membatu Membantu 
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 April 2022 Selaku 
Administrasi 

Bagian 
Administrasi 

Pemotongan PPh 23 

25. Senin 25 
April 2022 

Findy Alfian 

Rusdi Selaku 
Marketing 

Membantu 

bagian 
Administrasi 

Membantu Pengiriman 

Neon Box Ke Batik 
NotoHadinegoro 

26. Selasa 26 

April 2022 

Andy Reza 
Sebagai 

Administrasi 

Membantu 
Sebagai 

Administrasi 

Membantu Menginput 

Surat Jalan 

27. Rabu 27 
April 2022 

Andy Reza 

Sebagai 
Administrasi 

Membantu 

Sebagai 
Administrasi 

Membantu Menginput 

Surat Jalan 

28. Kamis 28 

April 2022 
Yamin Sebagai 

PIC 

Membantu 
pengiriman 

Neon Box 

Membantu Mengirim 
dan Memasang Neon 

Box di Wuluhan 

29. Jumat 29 
April 2022 

Andy Reza 

sebagai 
Administrasi 

Membantu 

Bagian 
Administrasi 

Membantu 

penginputan PPh 23 

30. Sabtu 30 

April 2022 

Andy Reza 
Sebagai 

Administrasi 

Membantu 
Bagian 

Administrasi 

Merekap Data Bulanan 

31. Rabu 4 Mei 
2022 

Hari Libur Idul 
Fitri 

Hari Libur Idul 
Fitri 

Hari Libur Idul Fitri 

32. Kamis 5 
Mei 2022 

Hari Libur Idul 
Fitri 

Hari Libur Idul 
Fitri 

Hari Libur Idul Fitri 

33. Jumat 6 Mei 
2022 

Hari Libur Idul 
Fitri 

Hari Libur Idul 
Fitri 

Hari Libur Idul Fitri 

34. Sabtu 7 Mei 
2022 

Hari Libur Idul 
Fitri 

Hari Libur Idul 
Fitri 

Hari Libur Idul Fitri 

34. Senin 9 Mei 

2022 
Dhimas 

Krisdianto 

Selaku 
Manajer 

Menghadiri 

Acara dari 

Bapak Dhimas 

Halal Bihalal Bersama 

semua Karyawan di 

kantor 

35. Selasa 10 

Mei 2022 

Andy Reza 

Sebagi 

Administrasi 

Mambantu 

Bagian 

Administrasi 

Merekap Pendataan 

Perusahaan 

36. Rabu 11 
Mei 2022 

Andy Reza 

Selaku 
Administrasi 

Membantu 

Bagian 
Administrasi 

Pendataan Data 

keuangan 

37. Kamis 12 

April 2022 
Andy Reza 

Selaku 
Administrasi 

Membantu 

Bagian 
Adminitrasi 

Pendataan data 

Keuangan 

38. Jumat 13 

Mei 2022 

Findy Alfian 

Rusdi Selaku 

Marketing 

Membantu 

Bagian 

Marketing 

Membuat proposal 

pengajuan Event 

39. Sabtu 14 Findy Alfian Membantu Membuat Proposal 
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 Mei 2022 Rusdi Selaku 

Kepala 
Produksi 

Bagian 

Markerting 

Presentasi untuk 

Diserahkan Kepihak 
Klien 

40. Selasa 17 

Mei 2022 

Andy Reza 

Sebagia 

Administrasi 

Membantu 

Bagian 

Admnistrasi 

Pembuatan Nota 

barang Perusahaan 

41. Rabu 18 
Mei 2022 

Findy Alfian 

Rusdi Selaku 
Marketing 

Membantu 

Bagian 
Markerting 

Pendataan Data 

Marketing 

42. Kamis 19 

mei 2022 

Andy Reza 

Selaku 

Administrasi 

Membantu 

Bagian 

Admnistrasi 

Melakukan 

Pemotongan PPh 23 

43. Jumat 20 
Mei 2022 

Andy Reza 

Selaku 
Administrasi 

Membantu 

Bagian 
Administrasi 

Membantu Menginput 

Surat Jalan 

Sumber : CV. Sakti Jaya Abadi Jember (2022) 

 
3.3 Jenis dan Sumber Data 

3.3.1 Jenis Data 

 

Jenis data yang digunakan pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah 

sebagai berikut: 

1. Data kuantitatif 

Data kuantitatif menurut sugiyono (2019) adalah pengumpulan data yang 

berlandaskan pada filsafat positivism yang digunakan untuk meneliti pada sampel 

tertentu, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian, analisis data yang 

bersifat kuantitatif / statistik, dengan tujuan untuk menguji perencaan yang sudah 

direncanakan. Data kuantitatif pada pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini berupa 

Kuitansi Penerimaan PPh 23 atas Jasa, Buki Potong PPh 23, ID Billing ,dan Bukti 

Penerimaan Negara. 

2. Data kualitatif 

Data kualitatif Menurut Sugiyono (2019) pengertian data kualitatif yaitu 

data yang berupa kata, skema, dan gambar. Data yang didapatkan penulis daristudi 

kasus mengenai perhitungan, pemungutan dan penyetoran Pajak Penghasilan 

Pasal 23 oleh CV. Sakti Abadi Jaya melalui kegiatan mereview, menggambarkan 

dan menjelaskan kualitas ataupun keistimewaan yang tidak dapat diukur atau 

digambarkan melalui data yang didapatkan dari data kuantitatif. Penyajian data 
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kualitatif biasanya dijelaskan dalam bentuk kata atau verbal, dan deskripsi terkait. 

Dalam pelaksanaan kegiatan ini berupa wawancara kepada narasumber yang 

berhubungan dengan pengenaan PPh Pasal 23. 

 
3.3.2 Sumber Data 

Data yang digunakan dalam pelaksanaan Praktek Kerja Nyata adalah 

sebagai berikut: 

1. Data Primer menurut Sugiyono (2019) adalah data yang langsung 

memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penulisan Tugas Akhir ini 

data yang diperoleh langsung dari Wajib Pajak dan Bendaharawan CV. Sakti 

Abadi Jaya. Data Primer diperoleh dari data-data terkait pendataan seperti 

Kuitansi Penerimaan PPh 23 atas Jasa, Bukti Potong PPh 23, ID Billing ,dan 

Bukti Penerimaan Negara. 

2. Sekunder Menurut Sugiyono (2019) adalah data atau informasi yang tidak 

diperoleh secara langsung dari narasumber melainkan dari pihak ketiga. 

Sumber data sekunder seperti artikel dan internet. Beberapa sumber data 

lainnya adalah Undang-Undang, Peraturan Menteri Keuangan, dan buku 

perpajakan. 

 
3.4 Metode Pengumpulan Data 

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam Praktek Kerja Nyata 

adalah sebagai berikut: 

1. Studi Pustaka 

Menurut Sugiyono (2019), studi pustaka adalah kajian teoritis,referensi serta 

literatur ilmiah lainnya yang berkaitan dengan budaya, nilai, norma yang 

berkembang pada situasi sosial yang diteliti. Definisi lain mengenai studi pustaka 

merupakan teknik pengumpulan data dari berbagai bahan pustaka (referensi) yang 

relevan dan mempelajari yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. 

Dalam penulisan Tugas Akhir ini dengan cara mengumpulkan data seperti buku- 

buku, catatan-catatan, arsip, peraturan, maupun dokumen yang berkaitan dengan 
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Perhitungan, Pemungutan, dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa 

Event di CV. Sakti Abadi Jaya. 

2. Observasi 

Menurut Sugiyono (2019), pengertian observasi adalah pengamatan dan 

pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu 

gejala pada objek penelitian. Objek penelitian yang digunakan berdasarkan situasi 

sebenarnya ataupun situasi buatan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam 

pelaksanaan Praktek Kerja Nyata ini penulis mengamati Perhitungan, Pemungutan 

dan Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa di CV. Sakti Abadi Jaya. 

3. Wawancara 

Menurut Esterberg dalam Sugiyono (2019), wawancara yaitu pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab sehingga dapat 

dikontruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Dengan wawancara maka 

peneliti akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam 

menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi dimana hal ini tidak bisa 

ditemukan melalui observasi. Wawancara dilakukan dengan Andy Reza selaku 

Administrasi pada CV. Sakti Abadi Jaya. 
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BAB 4 

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN 

 
 

4.1 Gambaran umum 

4.1.1 Sejarah Berdirinya CV. Sakti Abadi Jaya 

Sejarah berdirinya CV. Sakti Jaya Abadi adalah wujud dari keras keras 

bapak Dhimas Krisdianto selaku manajer. Pada awalnya bapak dhimas adalah 

founder daripada PT Evernew Indonesia yang berkantor pusat di Jember pada 

tahun 2001 bersama dengan teman – temannya di perkuliahan, dan juga beliau 

masih ber-stastus mahasiswa di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik Univesitas 

Jember. Lalu berjalannya waktu PT Evernew Indonesia berkembang menjadi 

suatu perusahaan yang berkompeten dibidang Event organizer yang besar dan 

wilayah kerjanya hampir mencangkup wilayah nusantara, tetapi dibalik 

kesuksesan PT yang dibentuk oleh bapak dhimas, bapak dhimas dihadapkan 

dengan satu tugas yang tak kalah pentingnya, yaitu masa belajarnya mendekati 

semester akhir yang mengharuskan bapak dhimas memilih fokus 

diperkuliahannya dan memutuskan keluar dari perusahaan yang ia bentuk bersama 

temannya itu. 

Setelah bapak dhimas menyelesaikan tugasnya menjadi mahasiswa, lalu 

pada tahun 2010 beliau memutuskan untuk mendirikan satu CV yang tetap 

berorientasi dibidang event organizer yaitu CV. Sakti Abadi Jaya yang awalnya 

berlokasi di perumahan kodim Jubung, kemudian dengan berjalannya waktu dan 

semakin besarnya CV yang ia dirikan akhirnya memiliki gedung sendiri yang 

terpisah dengan kantor yaitu didekat terminal Tawang Alun Jember. Sekarangpun 

CV. Sakti Abadi Jaya yang bapak dhimas dirikan cukup dapat perhatian baik 

dikota Jember maupun area Jawa timur. Adanya pandemi covid-19 cukup terasa 

imbasnya pada kestabilan perusahaan ini, dikarenakan tidak diperbolehkan 

kegiatan yang mengundang masyrakat untuk berkumpul, dan akhirnya sekarang 

karena sudah adanya kebijakan pemerintah bahwa sudah diperbolehkan 
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mengadakan kegiatan sesuai dengan protokol kesehatan yang ditetapkan maka 

perusahaan ini semakin stabil untuk sekarang. 

 
4.1.2 Visi, Misi, Dan Tujuan 

1. Visi dan misi 

Rumusan visi ini menegaskan bahwa dalam rangka pengembangan , CV. 

Sakti Abadi Jaya yaitu : 

a. Menjadi perusahaan Event organizer yang profesional dan berskala 

nasional. 

b. Menjadi perusahaan yang dapat melayani segala macam kebutuhan akan jasa 

event Exhbition Organizer/Casual Leasing dengan integritas tinggib serta 

inovatif. 

c. Menjadi perusahaan yang dapat memberikan ide-ide maupun konsep yang 

kreatif untuk setiap kegiatan yang dijalankan, dan khususnya untuk event 

Exhibition Organizer/Casual Leasing. 

Dalam mewujudkan visi tersebut, maka CV. Sakti Abadi Jaya 

mengembangkan dan merumuskan misinya sebagai berikut: 

a. Bekerja berdasarkan atas peningkatan Coorporate Value. 

b. Membangun jaringan bisnis yang luas dengan pihak profesional atau 

perusahaan yang berpotensi menjadi client CV. Sakti Abadi Jaya. 

c. Membangun tim kerja yang profesional dan juga kreatif untuk menangani 

project – project yang dipercayakan pada CV. Sakti jaya Abadi. 

d. Bekerja keras, Cerdas, dan tuntas dengan usaha, kejujuran, dan ketekunan. 

e. Berkomitmen memberikan pelayanan yang berkualitas dan profesional untuk 

meningkatkan misi dari klien kami. 

2. Tujuan 

Formulasi visi dan misi yang lebih operasional dideskripsikan di dalam 

tujuan CV. Sakti Abadi Jaya, yang meliputi: 

a. Mewujudkan keinginan daripada klien perusahaan. 

b. Menghasilkan karya daripada kinerja perusahaan demi mewujudkan 

keinginan klien 
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Mahaning Pamuji 
Direktur 

Dhimas Krisdianto 

Manager 

Andy Reza 
Administrasi 

Findi Alfian Rusdi 

Kepala Produksi dan Marketing 

Karyawan 

Harian 

Operator 
Mesin 

 

 

 

 

 

c. Mewujudkan budaya kerja integritas tinggi dengan penerapan ketekunan dan 

kejujuran. 

d. Mewujudkan CV. Sakti Abadi Jaya yang diakui baik didaerah maupun 

nasional. 

 
4.1.3 Struktur Organisasi 

 

Gambar : 4.1 Struktur Organisasi 

Sumber : CV. Sakti Abadi Jaya (2022) 

 
4.2 Hasil Pelaksanaan Praktek Kerja Nyata 

Melalui penerapan aktivitas Praktek Kerja Nyata( PKN) dengan praktek 

langsung ke lembaga yang bersangkutan yakni CV. Sakti Abadi Jaya Sukorambi 

Jember pada bagian subbagian Administrasi Kantor yang diperoleh penulis 

berbentuk data - data yang berkaitan dengan mekanisme pengenaan Pajak 

Penghasilan Pasal 23. Data - data tersebut setelah itu diolah secara lebih perinci 

serta digunakan buat menyusun laporan tugas akhir penulis dengan judul 

“Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa Event Pada CV. Sakti Abadi 

Jaya (Studi KasusTanaman Pangan Jember)” 
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CV. SAJ 

mengajukan 

proposal 

penawaran 

kepada Dinas 

Tanaman Pangan 

terkait event 

Dinas Tanaman 

Pangan 

memeriksa 

proposal Event 

dan menyetujui 

Kemudian 

proposal 

diserahkan ke 

CV. SAJ 

Setelah perhitungan 

selesai invoice akan 

dikirimkan dari CV. SAJ 

Pihak melakukan 

kontrak 

Kerjasama Mou 

antara dinas 

 

 

 

 

 

4.3 Mekanisme Pemotongan dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 

4.3.1 Mekanisme Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa 

 
1. Mekanisme Pemotongan 

Sebelum pihak CV. Sakti Abadi Jaya (SAJ) melakukan pemotongan pajak 

penghasilan pasal 23 atas jasa, CV. SAJ mengajukan proposal penawaran terlebih 

dahulu (proposal) yang dilakukan CV. SAJ dengan pihak terkait yaitu Dinas 

Tanaman Pangan Jember. 

 

 
 

Gambar 4.2 Mekanisme Pemotongan PPh Pasal 23 

Sumber : CV. Sakti Abadi Jaya Sukorambi Jember, 2022 

Gambar 4.2 merupakan mekanisme pemotongan PPh pasal 23 dengan 

melibatkan pihak ketiga. Dalam jasa ini akan terdapat pajak terutang yang 

nantinya akan dipungut oleh pihak ketiga dengan syarat dan ketentuan yang telah 

diatur dalam perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yaitu menurut 

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 23. 

Pajak dipotong atau dipungut oleh Dinas Tanaman Pangan. Setelah terjadi 

penyerahan Jasa Kena Pajak, maka akan timbul utang PPh 23 sebesar 2% bagi 

Dinas Tanaman Pangan. Dinas tanaman Pangan harus membayar PPh 23 yang 

terutang sebesar 2% kepada bank presepsi sebelum tanggal 10 bulan berikutnya. 
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Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Sewa sebagai contoh dalam 

kasus ini: Pada tanggal 21 Desember 2021, CV. Sakti Abadi jaya dalam rangka 

event penanaman bibit kopi robusta dan launching bibit alpukat pasil oleh Dinas 

Tanaman Pangan selaku penyedia jasa dengan biaya jasa sebesar Rp 10.193.200. 

Maka untuk penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 23, sebagai berikut: 

 

Harga Jasa  = Rp 10.193.200 

PPh 23 yang dipotong = 2% x Rp 10.193.200 

= Rp 203.864 

Jurnal: 
   

Biaya Jasa Rp 10.193.200 
 

 
Hutang PPh 23 Rp 203.864 

 Kas  Rp 9.989.336 

 

 
Berdasarkan hasil perhitungan diatas Dinas Tanaman Pangan memberikan 

kepada CV. Sakti Jaya sebesar Rp 10.193.200, dan PPh Pasal 23 yang di potong 

sebesar Rp 203.864. Dinas Tanaman Pangan harus membayar PPh 23 yang 

terutang sebesar Rp 203.864 kepada bank presepsi sebelum tanggal 10 bulan 

berikutnya. 

Langkah selanjutnya ketika pemotongan sudah selesai, maka administrasi 

CV. Sakti Abadi melaporkan kepada SubBagian Keuangan Dinas Tanaman 

Pangan, Dinas Tanaman Pangan yang mempunyai salah satu tugas memimpin 

pelaksanaan kegiatan di bidang keuangan. 

2. Mekanisme Pembayaran 

Mekanisme pembayaran Dinas Tanaman Pangan Dapat dlihat pada alur 

bagan di bawah ini: 
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Dinas Tanaman Pangan 

 

 
 

Kantor Pos 

 

 

 
Bukti Penerimaan 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 4.3 Mekanisme Pembayaran Pajak Penghasilan Pasal 23 

Sumber : CV. Sakti Abadi Jaya Sukorambi Jember, 2022 

Gambar 4.3 merupakan mekanisme pembayaran PPh Pasal 23, CV. Sakti 

Jaya Abadi membuat Surat Setoran Pajak (SSP) dan kode billing paling lambat 

tanggal 10 bulan berikutnya. Untuk keterlambatan penyetoran akan dikenakan 

sanksi sebesar 2%. Dinas Tanaman Pangan membayarkan pajak yang terutang 

kepada Kantor Pos. Kantor Pos akan membuat bukti penerimaan negara sebagai 

bukti bahwa Dinas Tanaman Pangan telah melakukan pembayaran. Bukti 

penerimaan negara kemudian diserahkan kepada Dinas Tanaman Pangan sebagai 

arsip. 

Dinas Tanaman Pangan sebagai pihak pengguna jasa tersebut, maka Dinas 

Tanaman Pangan wajib membuat kode billing. Kode billing dibuat menggunakan 

aplikasi e-billing yang ada pada halaman web Direktorat Jendral Pajak Online. 

Berikut ID billing yang telah di buat dapat dilihat pada gambar 4.4 dan 4.5 di 

bawah ini: 
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Gambar 4.4 cetak kode billing PPh 23 tanggal 21 Desember 20221 

Sumber : CV. Sakti Abadi Jaya, 2022 

 
Setelah ID Billing berhasil di buat, akan muncul notifikasi pembuatan 

ID Billing telah sukses, Dinas Tanaman Pangan dapat mencetak ID Biliing 

kemudian membayarnya melalui Kantor Pos. Bukti pembayaran ID Billing 

dapat dilihat pada gambar dibawah ini: 
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Gambar 4.5 cetak Bukti Penerimaan Negara Tanggal 21 Desember 2021 

Sumber : CV. Sakti Abadi Jaya, 2021 

Setelah ID Billing berhasil dibuat kemudian membayarnya melalu bank 

persepsi yang telah ditentukan, selanjutnya pemotongan pajak PPh 23 atas jasa 

dilakukan oleh Dinas Tanaman Pangan Jember. 

Selanjutnya Dinas Tanaman pangan memberikan Bukti Potong, ID Billing, 

dan Surat Setoran Pajak (SSP) kepada pihak rekanan. Pemotongan ini disertai 

dengan bukti pemotongan rangkang 3 (tiga) yang diperuntukan sebagai berikut: 

1. Halaman ke-1 : untuk diberikan kepada pihak KPP Pratama Jember 

2. Halaman ke-2 : untuk diberikan Dinas Tanaman Pangan Jember 

3. Halaman ke-3 : untuk CV. Sakti Abadi Jaya 

Dinas Tanaman Pangan yang sudah menjadi Pengusaha Kena Pajak (PKP) 

merupakan pihak yang memungut atau memotong PPh 23 dan memiliki 

kewajiban untuk menyetorkan seluruh jumlah PPh 23 terhitung yang telah 

dipotong dalam satu masa pajak. Penyetoran tersebut menggunakan Surat Setoran 

Pajak (SSP) dan wajib di isi secara lengkap dan benar sesuai ketentuan yang telah 

diberikan, kemudian SSP tersebut diperuntukan sebagai berikut: 
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Cetakan Kode Billing 

 

 
Bank Persepsi / Kantor Pos 

 

 

Bukti Setor Bank dan NTPN 

E-Billing 

 

 

 

 

 

1. Halaman ke-1 : untuk wajib pajak Dinas Tanaman Pangan 

2. Halaman ke-2 : untuk KPP Pratama Jember 

3. Halaman ke-3 : untuk diberikan kepada pihak Bank Persepsi 

4. Halaman ke-4 : untuk arsip CV. Sakti Abadi Jaya 

 
 

4.3.2 Mekanisme Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 Atas Jasa 

 
Dinas Tanaman Pangan Jember sebagai pihak yang pemotong pajak. Dinas 

tanaman Pangan wajib melaporkan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas jasa event 

penanaman bibit kopi robusta dan launching bibit alpukat pasil. Pelaporan sendiri 

selambat-lambatnya dilakukan paling lambat 20 hari setelah masa pajak berakhir. 

Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dipotong dan disetor ke Bank Persepsi 

kemudian dilaporkan ke KPP Pratama Jember dilampiri dengan : 

1. Halaman ke-3 Surat Setoran Pajak bukti setoran PPh 23 

2. Daftar bukti potong PPh 23 

3. Halaman ke-2 bukti pemotongan PPh 23 

Setelah Dinas Tanaman Pangan Jember melaporkan PPh 23 kepada KPP 

Pratama Jember, maka Dinas Tanaman pangan Jember akan mendapatkan bukti 

bahwa telah melaporkan pajak terutangnya. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 4.6 Mekanisme Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 

Sumber: CV. Sakti Abadi Jaya (2022) 
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Keterangan: 

Dinas Tanaman Pangan melakukan penyetoran pajak terutangnya 

menggunakan sistem elektronik e-billing. Setelah mendapatkan kode billing, 

bendaharawan melakukan pembayaran pajak terutangnya melalui bank 

persepsi, kantor pos dan mendapatkan bukti setoran atau bukti pembayaran 

bank dan NTPN. Untuk jatuh tempo penyetoran yaitu pada tanggal 10 bulan 

berikutnya. 
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BAB 5 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 
 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kegiatan Praktek Kerja Nyata (PKN) yang dilaksanakan 

pada CV. Sakti Abadi Jaya Jember tentang Mekanisme Pajak Penghasilan Pasal 

23 Atas Jasa Event Pada CV. Sakti Abadi Jaya, maka dapat ditarik kesimpulan 

berdasarkan kontrak kerjasama antara Dinas Tanaman Pangan dengan pihak 

penyedia jasa yaitu CV. Sakti Abadi Jaya, dapat diketahui disitu bahwa Dinas 

Tanaman pangan merupakan pihak yang memotong dan menyetorkan pajak PPh 

Pasal 23. 

Pemotongan dilakukan dengan cara mengalikan DPP (Dasar 

Pengenaan Pajak) dengan tarif yaitu sebesar 2%. Setelah menghitung, pihak 

dinas Tanaman pangan membuat ID Billing melalui halaman web DJP online 

dengan menggunakan aplikasi e-billing, jika pembutan ID Billing sudah 

dibuat, langkah berikutnya adalah Dinas Tanaman Pangan membayar PPh pasal 

23 yang terutang ke bank persepsi dengan membawa sejumlah uang yang 

sesuai dengan penghitungan yang sudah dilakukan. Bank persepsi akan 

memberikan tanda bukti penerimaan Negara kepada Dinas Tanaman pangan, 

selanjutnya akan menerima kode Billing dan SSP serta bukti penerimaan dari 

bank persepsi, kemudian dilanjutkan dengan membuat bukti pemotongan pajak, 

kemudian Dinas Tanaman Pangan melakukan penyetoran pajak terutangnya 

menggunakan sistem elektronik e-billing. Setelah mendapatkan kode billing, 

bendaharawan melakukan pembayaran pajak terutangnya melalui bank 

persepsi, kantor pos dan mendapatkan bukti setoran atau bukti pembayaran 

bank dan NTPN. Untuk jatuh tempo penyetoran yaitu pada tanggal 10 bulan 

berikutnya. Mekanisme pembayaran pajak penghasilan pasal 23 yang 

dilakukan telah benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang 
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berlaku.  

 
5.2 Saran 

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Nyata yang dilakukan oleh penulis di 

CV. Sakti Abadi jaya, CV. Sakti Abadi Jaya Jember sudah melakukan kinerja 

yang baik dan sudah sesuai peraturan atau Standar Operasional Prosedur, tetapi 

amat disayangkan dikarenakan pengarsipan di kantor CV. Sakti Jaya abadi kurang 

baik dan rapi jadi untuk pengarsipan beberapa data tidak lengkap dan berakibat 

penulis cukup kesulitan dalam mendapatkan data di perusahaan tersebutmaka 

diharapkan CV. Sakti Abadi Jaya Jember selalu meningkatkan kinerja yang telah 

dicapai saat ini. Khususnya pada subbagian Administrasi yang bekerja di CV. 

Sakti Abadi Jaya Jember selalu meningkatkan kinerja sehingga dapat membuat 

energi yang positif bagi perusahaan dan menjadi tujuan utama perusahaan dalam 

mengadakan event karena pembukuan yang baik. 
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Lampiran 1. Surat Permohonan Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 2. Surat Permohonan Ijin Tempat Magang 
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Lampiran 3. Surat Tugas Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 4. Nilai Hasil Praktek Kerja Nyata 
 

 

 



53 
 

 

 

 

 

 

 

\Lampiran 5. Daftar Hadir Praktek Kerja Nyata 
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Lampiran 6. Surat Tugas Dosen Pembimbing 
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Lampiran 7. Daftar Kegiatan Konsultasi Bimbingan laporan Tugas Akhir 
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Lampiran 8. PMK Nomor 141/PMK.03/2015 
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Lampiran 9. Undang-Undang No 36 Tahun 2008 
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